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ABSTRAK 

Globalisasi Fenomena globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja asing 

(TKA) ke berbagai wilayah, termasuk ke Kota Palembang, Indonesia. Kehadiran TKA 

tersebut memunculkan dinamika baru dalam pengelolaan kebijakan keimigrasian, terutama 

dalam konteks keamanan non-tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kebijakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) terhadap TKA di Palembang melalui perspektif teori 

sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. Teori 

sekuritisasi memandang bahwa isu keamanan tidak bersifat objektif dan alami, melainkan 

terbentuk melalui konstruksi sosial-politik, di mana aktor tertentu memproyeksikan suatu 

isu sebagai ancaman eksistensial terhadap referent object tertentu dan memerlukan 

persetujuan dari audiens yang relevan agar isu tersebut dapat dianggap sebagai ancaman 

keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak 

terkait, seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan ITAS merupakan bentuk upaya sekuritisasi oleh negara terhadap masuknya TKA, 

dengan memosisikan keberadaan TKA sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi 

lokal, ketenagakerjaan domestik, dan kedaulatan hukum. Proses sekuritisasi tersebut 

dilakukan oleh aktor-aktor negara, seperti lembaga imigrasi dan pemerintah daerah, melalui 

penyampaian wacana bahwa regulasi ketat terhadap TKA diperlukan guna melindungi 

kepentingan nasional. Audiens dalam konteks ini meliputi masyarakat, media, dan lembaga 

legislatif, yang memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap narasi 

ancaman tersebut. 

Kata Kunci: Sekuritisasi, ITAS, TKA, Palembang 
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ABSTRACT 

 

Globalization Globalization has significantly increased the mobility of foreign workers 

(TKA) to various regions, including Palembang, Indonesia. The presence of foreign workers 

presents new challenges in immigration governance, particularly within the framework of 

non-traditional security. This study aims to analyze the policy of Limited Stay Permits (ITAS) 

for foreign workers in Palembang through the lens of securitization theory, developed by 

Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. Securitization theory posits that security issues 

are not naturally occurring or objective threats, but are socially constructed through 

political processes wherein certain actors frame an issue as an existential threat to a referent 

object and seek legitimization from relevant audiences for extraordinary measures. This 

research employs a qualitative descriptive approach, utilizing literature studies, document 

analysis, and interviews with relevant stakeholders, including the Immigration Office Class 

I TPI Palembang. The findings reveal that the ITAS policy represents a securitizing effort by 

the state to regulate the entry of foreign workers by portraying them as potential threats to 

local economic stability, domestic employment, and legal sovereignty. This securitization 

process is carried out by state actors, such as immigration authorities and local 

governments, through discursive practices that emphasize the need for strict regulation to 

safeguard national interests. The audience, in this context, includes the public, media, and 

legislative bodies, all of whom play a crucial role in granting legitimacy to the threat 

narrative. 

Keywords: Securitization, ITAS, Foreign Workers, Palembang  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi dan dinamika ekonomi global telah mendorong meningkatnya 

mobilitas tenaga kerja antarnegara, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi 

yang begitu cepat turut memberikan dampak signifikan terhadap sektor transportasi dan 

komunikasi, sehingga mempercepat arus pergerakan penduduk antarnegara (Muhlisa 

dan Roisah, 2020). Dalam rangka mendorong peningkatan lapangan pekerjaan serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Sejak saat itu, perpindahan tenaga kerja asing 

(TKA) ke berbagai wilayah Indonesia semakin marak, terutama di daerah yang memiliki 

potensi ekonomi tinggi seperti kota Palembang. Kota ini berkembang sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi yang menarik bagi TKA untuk bekerja di berbagai bidang, 

seperti industri konstruksi, manufaktur, hingga sektor jasa. Keberadaan tenaga kerja 

asing diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dalam bentuk alih teknologi, 

peningkatan efisiensi kerja, maupun peningkatan daya saing di tingkat lokal. 

Konsep keamanan nasional mengalami transformasi seiring dengan perubahan 

konstelasi politik global. Hal ini menjadikan definisi keamanan nasional tidak mudah 

untuk dirumuskan secara universal. Dalam perspektif hukum internasional, pemaknaan 

terhadap keamanan nasional diserahkan kepada masing-masing negara, asalkan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam era globalisasi yang ditandai 

oleh meningkatnya mobilitas antarnegara, pendekatan tradisional terhadap keamanan 

nasional dinilai kurang mampu merepresentasikan kompleksitas ancaman kontemporer. 

Fenomena migrasi, yang semakin umum terjadi akibat intensifikasi hubungan ekonomi 
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antarnegara, khususnya dalam bidang bisnis, menjadi tantangan tersendiri bagi negara 

penerima. (Amaritasari, 2015) Perpindahan individu dari satu negara ke negara lain, 

termasuk masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, menuntut negara untuk 

memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap keamanan nasional. 

Sebagai bentuk respons, Indonesia menerapkan kebijakan izin tinggal terbatas guna 

memastikan terjaganya stabilitas dan kedaulatan negara dalam menghadapi dinamika 

global tersebut. 

Pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah 

Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh guna menjaga stabilitas nasional, 

melindungi kepentingan negara, serta menjamin keamanan dan ketertiban umum. 

Langkah ini penting untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang dapat muncul 

akibat meningkatnya mobilitas lintas negara. Proses pengawasan tersebut harus 

dilaksanakan secara cepat, akurat, dan terkoordinasi, namun tetap memperhatikan asas 

keterbukaan dalam pelaksanaannya (Sunarso, 2019). Direktorat Jenderal Imigrasi 

memiliki peran strategis dalam mengatur keluar masuknya orang di wilayah Indonesia. 

Untuk mendukung tugas tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia telah menetapkan kebijakan serta lokasi pemeriksaan keimigrasian yang 

mencakup bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas, dan area lainnya yang secara 

resmi ditunjuk sebagai pintu masuk dan keluar wilayah negara. Setiap orang asing yang 

hendak memasuki Indonesia wajib memiliki visa atau izin tinggal sesuai peraturan yang 

berlaku. Di berbagai daerah, termasuk kota Palembang, telah didirikan kantor imigrasi 

yang memberikan pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing, terutama terkait 

pengurusan visa dan perizinan tinggal selama berada di Indonesia. 
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Izin tinggal merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada warga negara 

asing (WNA) sebagai dasar hukum untuk menetap di suatu negara setelah memasuki 

wilayah tersebut dengan menggunakan visa. Berbeda dengan visa yang umumnya 

bersifat sementara dan terbatas pada tujuan tertentu, izin tinggal memberikan hak yang 

lebih luas, termasuk hak untuk menetap dalam jangka waktu yang lebih lama serta 

melakukan berbagai kegiatan yang sah, seperti bekerja, menempuh pendidikan, atau 

berkumpul dengan keluarga. Di Indonesia, dikenal tiga jenis izin tinggal yang lazim 

digunakan, yaitu Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin 

Tinggal Tetap (ITAP). ITAS diberikan kepada WNA yang berencana menetap dalam 

jangka waktu menengah, biasanya berkisar antara enam bulan hingga dua tahun, dan 

masih dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku. Izin ini 

umumnya diperuntukkan bagi tenaga kerja asing, investor, mahasiswa internasional, 

maupun warga lanjut usia yang ingin menetap di Indonesia (Indratna, 2022).  

Pemegang ITAS, dengan sponsor dari perusahaan, lembaga pendidikan, atau 

anggota keluarga, dapat melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan, seperti bekerja 

atau menjalankan bisnis. ITAS juga memungkinkan untuk diperpanjang, sehingga 

pemegangnya bisa tinggal lebih lama di Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan. 

Sementara itu, ITAP adalah izin tinggal tetap yang diberikan kepada WNA yang ingin 

tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan bisa tanpa batas waktu, 

dengan syarat-syarat tertentu. (Safitri, 2021) 

Izin Tinggal Terbatas atau yang biasa disebut ITAS adalah salah satu bentuk izin 

yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara asing (WNA) yang 

bermaksud menetap di Indonesia dalam periode waktu tertentu. ITAS juga dikenal 

dengan istilah KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), karena pemegang izin ini akan 
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menerima kartu sebagai bukti legalitas tinggalnya. Terdapat berbagai jenis ITAS yang 

diklasifikasikan berdasarkan maksud dan tujuan kedatangan WNA, seperti untuk 

bekerja, berinvestasi, menempuh pendidikan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku (Indratna, 2022). 

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) merupakan bentuk izin yang paling sesuai 

digunakan oleh tenaga kerja asing (TKA) karena secara khusus dirancang untuk 

kepentingan pekerjaan dengan jangka waktu yang fleksibel, mulai dari enam bulan 

hingga dua tahun, tergantung pada durasi kontrak kerja yang disepakati. ITAS 

memberikan landasan hukum yang kuat bagi TKA untuk menjalankan aktivitas kerja di 

Indonesia secara sah, sekaligus mendukung penegakan hukum keimigrasian melalui 

kemudahan dalam proses pengawasan oleh instansi terkait. Bila dibandingkan, Izin 

Tinggal Kunjungan (ITK) tidak dapat digunakan untuk tujuan bekerja karena sifatnya 

hanya diperuntukkan bagi keperluan kunjungan jangka pendek, sedangkan Izin Tinggal 

Tetap (ITAP) lebih relevan bagi warga asing yang memiliki hubungan jangka panjang 

dengan Indonesia, seperti pensiunan atau pasangan dari WNI. Apabila masa berlaku 

ITAS berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka WNA bersangkutan dapat 

dikenai tindakan administratif, termasuk denda atau deportasi (Direktorat Jendral 

Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, 2024). 

Penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia diatur melalui berbagai 

regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa keberadaan TKA dapat 

mendukung pembangunan nasional secara positif tanpa menimbulkan gangguan 

terhadap kestabilan pasar tenaga kerja domestik. Salah satu perangkat hukum yang 

berperan penting dalam pengaturan tersebut adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS). ITAS 

merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan 
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hak kepada TKA untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam periode tertentu, sesuai 

dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Rico, 2024). 

Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta diperkuat oleh sejumlah peraturan pelaksana 

seperti Peraturan Pemerintah dan regulasi dari kementerian terkait. Selama periode 

keberlakuan ITAS, tenaga kerja asing (TKA) memiliki kewajiban untuk menaati seluruh 

ketentuan hukum di Indonesia, termasuk aturan yang berkaitan dengan perpajakan, 

ketenagakerjaan, serta aspek keamanan nasional (Hahamu, 2019) . 

Selama periode Januari hingga Desember, Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang, Sumatera Selatan, telah melakukan tindakan deportasi terhadap sejumlah 

warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan Malaysia. Tindakan ini dilakukan 

karena para WNA tersebut terbukti melanggar ketentuan terkait izin tinggal dan 

peraturan mengenai aktivitas kerja di wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelanggaran tersebut 

dikenai sanksi administratif berupa pengusiran dari wilayah Indonesia. Selain itu, 

terdapat satu kasus pelanggaran yang diproses melalui jalur hukum (pro justitia), yang 

melibatkan seorang tenaga kerja asing asal Malaysia yang dijatuhi hukuman delapan 

bulan penjara. WNA tersebut diketahui melakukan pekerjaan di sektor perkebunan, 

pertambangan, dan industri tanpa memiliki dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA) yang sah sesuai peraturan yang berlaku (Imigrasi D. J., 2019).  

Aturan keimigrasian ini memberi kewenangan kepada petugas imigrasi untuk 

menerapkan tindakan administratif, termasuk deportasi, jika seorang asing di Indonesia 

terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan atau ketertiban umum 

atau melanggar hukum yang berlaku. Sementara itu, rekan MAB yang berkebangsaan 
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Turki tetap diizinkan berjualan untuk menafkahi istrinya yang merupakan warga 

setempat, karena status izin tinggalnya berbeda dan sesuai dengan ketentuan peraturan. 

Kebijakan ITAS dirancang dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan 

arus masuk TKA agar sejalan dengan kepentingan nasional. Dengan adanya ITAS, 

pemerintah dapat memastikan bahwa TKA yang masuk ke Indonesia adalah mereka 

yang memiliki keahlian dan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh industri dan 

sektor tertentu yang mungkin masih kekurangan tenaga ahli lokal (Rico, Penjelasan 

Terkait ITAS, ITK, VISA, 2024). 

Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan suatu yang tak dapat 

dihindari, baik sebagai bentuk kebutuhan maupun tantangan yang harus direspons oleh 

Indonesia. Peran tenaga kerja sangat penting dalam mendukung proses pembangunan 

nasional. Tenaga kerja memili peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional 

sebagaimana tercantum dalam undang-undang, yaitu menciptakan masyarakat yang 

sejahtera serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satu upaya 

pemerintah dalam membiayai pembangunan adalah melalui peningkatan investasi 

asing. Masuknya investasi asing ini kerap diiringi oleh kehadiran TKA. Fenomena 

tersebut sejalan dengan keterlibatan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang membuka peluang bagi TKA 

untuk bekerja di wilayah Indonesia. (Nurhidayati, 2019) 

Indonesia menerima tenaga kerja asing (TKA) dari berbagai negara, terutama 

untuk bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan atau keahlian tertentu. 

Pengaturan mengenai penggunaan TKA tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Bab VIII Pasal 42 hingga Pasal 

49, yang mengatur mengenai penempatan TKA di wilayah Indonesia. Hubungan 
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diplomatik antara Indonesia dan negara asal TKA turut memengaruhi kerja sama 

bilateral dalam sektor ketenagakerjaan. Contohnya, sejak tahun 1958, Indonesia dan 

Jepang telah menjalin sejumlah program kerja sama di bidang ketenagakerjaan, 

termasuk program Technical Intern Training Program (TITP) yang memberikan 

kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengikuti pelatihan sekaligus 

memperoleh pengalaman kerja di Jepang (Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).  

Tabel 1.1 

Perbandingan Jumlah TKA di Indonesia dan Palembang yang menggunakan ITAS 

Tahun 2019-2023 

No. Tahun Jumlah TKA di Indonesia Jumlah TKA di Palembang 
Persentase 

dalam (%) 

1. 2020 93.800 440 0,47% 

2. 2021 88.300 514 0,58% 

3. 2022 111.700 423 0,38% 

4. 2023 183.964 440 0,239% 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 

Berdasarkan data di atas, jumlah TKA pada tahun 2019 adalah sebanyak 109,5 ribu 

orang, dengan jumlah TKA di Palembang sebanyak 0,25%, sedangkan pada tahun 2020 

TKA di Indonesia mengalami penurunan dan jumlahnya sebanyak 93,8 ribu orang, 

dengan jumlah TKA di Palembang sebanyak 440 orang atau sekitar 0,47% dari total 

TKA di Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah TKA di Indonesia mengalami penurunan 

menjadi 88,3 ribu orang, sementara jumlah TKA di Palembang meningkat menjadi 514 

orang, yang setara dengan 0,58% dari total TKA di Indonesia.  Namun, pada tahun 2022, 

jumlah TKA di Indonesia kembali meningkat pesat hingga mencapai 111,7 ribu orang. 

Meskipun demikian, jumlah TKA di Palembang justru mengalami penurunan menjadi 

423 orang dan 0,38% dari total TKA di Indonesia, tetapi pada tahun 2023 jumlah TKA 

di palembang kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 440 

dimana mencapai 0,239% dari jumlah TKA di Indonesia. 
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Sebagian besar Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke wilayah Palembang 

umumnya bekerja di sektor industri, seperti industri tekstil, makanan, otomotif, 

kerajinan tangan, dan farmasi. Mayoritas TKA yang datang ke Palembang berasal dari 

negara-negara seperti China, Malaysia, India, Thailand, dan Rusia. Provinsi Sumatera 

Selatan sendiri memiliki berbagai sektor industri, seperti pertambangan, pengolahan 

karet, kelapa sawit, minyak bumi, produksi kertas, serta berbagai jenis pabrik lainnya, 

yang menjadi faktor penarik bagi masuknya tenaga kerja asing (Rico, 2025). 

Dalam beberapa tahun terakhir, arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) di Palembang 

menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan (Alwi, 2021). Lonjakan ini dipicu 

oleh berbagai faktor, terutama pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pelaksanaan 

proyek-proyek infrastruktur berskala besar di kawasan tersebut. Sebagai pusat 

pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang telah berkembang menjadi salah 

satu sentra industri dan perdagangan utama di Indonesia. Posisi strategis kota ini dalam 

rantai distribusi nasional maupun internasional semakin kuat berkat ketersediaan 

infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, serta sistem transportasi darat yang saling 

terhubung. Situasi ini menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di 

sektor-sektor utama seperti konstruksi, industri manufaktur, dan layanan jasa. 

Akibatnya, kebutuhan akan tenaga kerja dengan keahlian tertentu yang belum 

sepenuhnya dimiliki oleh pekerja lokal pun ikut meningkat. 

Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing (TKA) diwajibkan untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing 

(IMTA), sementara TKA yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar 100 dolar AS 

setiap bulannya. Untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi ini, pengawasan terhadap keberadaan dan 
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aktivitas TKA akan diperkuat. Pengawasan yang lebih ketat ini bertujuan untuk 

mencegah penyalahgunaan izin tinggal serta meminimalisir pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Keimigrasian yang dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan 

negara. (Burhani, 2018). 

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang adalah dari 

keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) berasal dari retribusi atas Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing (IMTA). Setiap perusahaan yang merekrut TKA diwajibkan 

membayar retribusi sebesar 100 dolar AS per individu setiap bulannya. Pada tahun 2015, 

Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 

mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Regulasi tersebut menetapkan bahwa retribusi dari 

penggunaan TKA menjadi salah satu sumber pemasukan daerah yang digunakan untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan layanan publik kepada 

masyarakat. (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan 

Keuangan Negara, 2022). 

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Palembang membawa dampak 

yang bersifat dualistik, baik positif maupun negatif, sehingga membutuhkan perhatian 

serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingan. Salah satu isu utama yang 

muncul adalah potensi persaingan antara tenaga kerja asing dan pekerja lokal. Apabila 

tidak dikelola secara optimal, keberadaan TKA yang tidak terkontrol berisiko 

mengurangi peluang kerja bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan 

yang efektif untuk memastikan bahwa keberadaan TKA tidak menjadi penghambat 

dalam proses pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lokal. Salah satu strategi 
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yang dapat diterapkan adalah penyelenggaraan program peningkatan keterampilan 

(upskilling) bagi tenaga kerja lokal agar mereka memiliki daya saing serta mampu 

bekerja sama dengan TKA yang hadir di wilayah tersebut. (Ramadhano & Lie, 2023). 

Sebagai salah satu pusat industri di wilayah Sumatera Selatan, Palembang 

memandang kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai elemen yang turut 

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi 

TKA bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga asing yang masuk benar-benar 

memiliki kontribusi nyata, khususnya dalam sektor industri yang membutuhkan 

keahlian khusus. Pengajuan ITAS dilakukan oleh warga negara asing atau penjaminnya 

dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan yang telah 

ditetapkan, kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat. 

Namun, terdapat beberapa pengaruh yang muncul terkait dampak penerapan 

kebijakan ini, khususnya dalam kaitannya dengan tenaga kerja lokal dan pembangunan 

ekonomi di Palembang. Penerapan ITAS bagi TKA diharapkan dapat memberikan 

pengaruh positif, baik dari segi kontribusi ekonomi maupun peningkatan daya saing 

Palembang sebagai pusat industri. Selain itu, pengawasan terhadap TKA ilegal juga 

menjadi perhatian penting. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berperan dalam 

mencegah masuknya TKA ilegal yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan kerugian 

bagi masyarakat serta pemerintah. Upaya pengawasan ini bertujuan untuk menjaga 

keamanan dan kesejahteraan masyarakat Palembang. Aspek-aspek ini akan dibahas 

lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah diimplementasikan 

secara efektif dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang diberikan akibat adanya 

kebijakan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini 

adalah “Bagaimana Sekurtisasi dalam Isu Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing 

di Palembang Tahun 2020-2023?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dalam isu Izin Tinggal Terbatas 

(ITAS), mekanisme masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Indonesia, serta 

menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan kepentingan nasional, khususnya 

di Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan dan terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, yaitu: 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk 

rekomendasi yang membangun bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan 

Internasional secara luas, terutama dalam ranah keimigrasian dan isu-isu keamanan 

yang berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing dan pengelolaan izin tinggal. 

b. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya, khususnya oleh mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di 

lingkungan Universitas Sriwijaya. 

c. Penelitian ini juga bertujuan memberikan informasi yang dapat memperkaya 

pengetahuan masyarakat umum mengenai peran strategis keimigrasian dalam 

mengawasi mobilitas lintas negara, khususnya di wilayah Indonesia. 



12 
 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

sebagai referensi dan sumber pengetahuan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 

hubungan internasional, baik di tingkat individu, pemerintah, organisasi 

pemerintahan, maupun organisasi non-pemerintah, baik di level nasional, regional, 

maupun global. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pentingnya peran 

keimigrasian dalam mengatur dan mengawasi kedatangan tenaga kerja asing melalui 

kebijakan izin tinggal, khususnya yang berkaitan dengan izin tinggal terbatas. Di 

samping itu, penelitian ini juga menelaah pengaruh kehadiran tenaga kerja asing di 

Kota Palembang sesuai dengan isu utama yang diangkat oleh penulis. 
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